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RINGKASAN 

 

Urgensi pelaksanaan diversi harus dilaksanakan pada setiap tahapan pemeriksaan, 

sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 menentukan 

bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di 

Pengadilan Negeri wajib diupayakan diversi. Dalam hal ini yang dimaksud 

dengan frasa "perkara anak" dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 adalah 

perkara tindak pidana yang diduga dilakukan anak. Adapun yang dimaksud 

dengan “perkara tindak pidana” adalah perkara tentang perbuatan yang dilarang 

dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut.
 
Jika 

ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (2) 

UU No.11 Tahun 2012, maka dapat diketahui bahwa perkara anak yang wajib 

diupayakan diversi pada waktu dilakukan penyidikan, penuntutan, dan 

pemeriksaan sidang di Pengadilan Negeri adalah perkara anak yang tindak 

pidananya:
 
 

a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan penjelasan 

Pasal 7 ayat (2) huruf a UU No. 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa 

ketentuan “pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun” mengacu pada hukum 

pidana; 

b. bukan merupakan pengulangan dan tindak pidana. 

Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya selama 

tahun 2022 terdapat 2 (dua) Pengadilan Negeri yang melaksanakan diversi, yaitu 

Pengadilan Negeri Buntok Kelas II dan Pengadilan Negeri Sampit Kelas IB. 

Pelaksanaan diversi pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II dalam perkara 

nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnt ini Anak berusia 15 (lima belas) tahun) 

yang didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 310 

ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan Dalam perkara ini telah dilaksanakan diversi oleh 

Hakim Anak di Pengadilan Negeri Buntok Kelas II sesuai dengan ketentuan 

namun diversi tidak berhasil karena tidak mencapai kesepakatan dari para pihak 

baik orang tua korban dan orang tua anak. Dalam perkara ini Diversi tidak 

berhasil sehingga perkara dilanjutkan ke tahap persidangan, dimana selanjutnya 

hakim Anak melanjutkan persidangan sesuai dengan prosedur persidangan untuk 

anak. Pelaksanaan diversi pada Pengadilan Negeri Sampit Kelas IB dalam 

perkara nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Spt Anak berusia 9 (sembilan) tahun 8 

(delapan) bulan yang didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal 

Pasal 82 ayat (1) Juncto Pasal 76E Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak, dalam perkara ini telah dilaksanakan diversi oleh 



 

 

 

 

Hakim Anak di Pengadilan Negeri Sampit Kelas IB sesuai dengan ketentuan 

namun diversi tidak berhasil karena tidak mencapai kesepakatan dari para pihak, 

dalam hal ini Pihak keluarga Anak, korban, perwakilan masyarakat, Bapas dan 

Pekerja Sosial mengharapkan supaya anak dapat dibina melalui hukuman 

penjara, karena Anak sudah sering melakukan kesalahan. Dalam perkara ini 

Diversi tidak berhasil sehingga perkara dilanjutkan ke tahap persidangan, dimana 

selanjutnya hakim Anak melanjutkan persidangan sesuai dengan prosedur 

persidangan untuk anak. 
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ABSTRAK 

 

Kata Kunci : Anak, Diversi, Pengadilan Negeri. 

 

Tujuan penelitian tesis yang berjudul Pelaksanaan Diversi dalam Perkara Tindak 

Pidana Anak pada Pengadilan Negeri di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi 

Palangkaraya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah untuk untuk mengkaji dan menganalisis 

terkait urgensi diversi dalam sistem peradilan pidana anak serta untuk mengkaji 

dan menganalisis terkait kendala pelaksanaan diversi dalam perkara tindak pidana 

anak pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak. 

Hasil penelitian yang diperoleh adalah Pertama Urgensi pelaksanaan diversi 

harus dilaksanakan pada setiap tahapan pemeriksaan, sebagaimana diatur dalam 

Pasal 7 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 menentukan bahwa pada tingkat 

penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri 

wajib diupayakan diversi. Dalam hal ini yang dimaksud dengan frasa "perkara 

anak" dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 adalah perkara tindak pidana 

yang diduga dilakukan anak. Adapun yang dimaksud dengan “perkara tindak 

pidana” adalah perkara tentang perbuatan yang dilarang dan diancam dengan 

pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Jika ketentuan yang terdapat 

dalam Pasal 7 ayat (1) dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (2) UU No.11 Tahun 2012, 

maka dapat diketahui bahwa perkara anak yang wajib diupayakan diversi pada 

waktu dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang di Pengadilan 

Negeri adalah perkara anak yang tindak pidananya: a. diancam dengan pidana 

penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf a UU No. 

11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa ketentuan “pidana penjara di bawah 7 (tujuh) 

tahun” mengacu pada hukum pidana; b. bukan merupakan pengulangan dan tindak 

pidana. Kedua Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi 

Palangkaraya selama tahun 2022 terdapat 2 (dua) Pengadilan Negeri yang 



melaksanakan diversi, yaitu Pengadilan Negeri Buntok Kelas II dan Pengadilan 

Negeri Sampit Kelas IB. Pelaksanaan diversi pada Pengadilan Negeri Buntok 

Kelas II dalam perkara nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnt ini Anak berusia 15 

(lima belas) tahun) yang didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal 

yakni Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 

2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam perkara ini telah 

dilaksanakan diversi oleh Hakim Anak di Pengadilan Negeri Buntok Kelas II 

sesuai dengan ketentuan namun diversi tidak berhasil karena tidak mencapai 

kesepakatan dari para pihak baik orang tua korban dan orang tua anak. Dalam 

perkara ini Diversi tidak berhasil sehingga perkara dilanjutkan ke tahap 

persidangan, dimana selanjutnya hakim Anak melanjutkan persidangan sesuai 

dengan prosedur persidangan untuk anak. Pelaksanaan diversi pada Pengadilan 

Negeri Sampit Kelas IB dalam perkara nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Spt Anak 

berusia 9 (sembilan) tahun 8 (delapan) bulan yang didakwa oleh Penuntut Umum 

dengan Dakwaan Tunggal Pasal 82 ayat (1) Juncto Pasal 76E Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam perkara ini telah 

dilaksanakan diversi oleh Hakim Anak di Pengadilan Negeri Sampit Kelas IB 

sesuai dengan ketentuan namun diversi tidak berhasil karena tidak mencapai 

kesepakatan dari para pihak, dalam hal ini Pihak keluarga Anak, korban, 

perwakilan masyarakat, Bapas dan Pekerja Sosial mengharapkan supaya anak 

dapat dibina melalui hukuman penjara, karena Anak sudah sering melakukan 

kesalahan. Dalam perkara ini Diversi tidak berhasil sehingga perkara dilanjutkan 

ke tahap persidangan, dimana selanjutnya hakim Anak melanjutkan persidangan 

sesuai dengan prosedur persidangan untuk anak. 

  



SETYANA, FEBDHY. 2023. "Implementation of Diversion in Juvenile 

Criminal Cases at District Courts in the Jurisdiction of the 

Palangkaraya High Court Based on Law Number 11 of 2012 

concerning the Juvenile Criminal Justice System". Master of Law 

Program, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. 

Advisor I : Dr. Diana Haiti, S.H., M.H. and Advisor II : Dr. Hj. 

Nurunnisa, S.H., M.H., 102 pages. 

 

ABSTRACT 

 

Keywords: child, diversion, district court. 

 

The purpose of the thesis research entitled Implementation of Diversion in 

Juvenile Criminal Cases at the District Court in the Jurisdiction of the 

Palangkaraya High Court Based on Law Number 11 of 2012 concerning the 

Juvenile Criminal Justice System is to examine and analyze the urgency of 

diversion in the juvenile criminal justice system and to examine and analyze the 

obstacles to the implementation of diversion in juvenile criminal cases at the 

District Court in the jurisdiction of the Palangkaraya High Court based on Law 

Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. 

The results of the research obtained are First, The urgency of implementing 

diversion must be carried out at each stage of the examination, as stipulated in 

Article 7 paragraph (1) of Law No. 11 of 2012 determines that at the level of 

investigation, prosecution, and examination of child cases in the District Court, 

diversion must be attempted. In this case, what is meant by the phrase "child 

case" in Article 7 paragraph (1) of Law No. 11 of 2012 is a criminal case 

allegedly committed by a child. As for what is meant by "criminal cases" are 

cases about prohibited acts and threatened with crime, whoever violates the 

prohibition. If the provisions contained in Article 7 paragraph (1) are related to 

Article 7 paragraph (2) of Law No. 11 of 2012, it can be seen that child cases that 

must be sought diversion at the time of investigation, prosecution, and hearing in 

the District Court are child cases whose crimes: a. threatened with imprisonment 

under 7 (seven) years, and the explanation of Article 7 paragraph (2) letter a of 

Law No. 11 of 2012 states that the provision "imprisonment under 7 (seven) 

years" refers to criminal law; b. does not constitute repetition and a criminal 

offence. Second, that the District Court in the jurisdiction of the Palangkaraya 

High Court during 2022 there are 2 (two) District Courts that carry out diversion, 

namely Buntok District Court Class II and Sampit District Court Class IB. 

The implementation of the diversion at the Buntok District Court Class II in case 

number: 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnt is a 15 (fifteen) year-old child) charged by 



the Public Prosecutor with a single charge, namely Article 310 paragraph (4) of 

Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2009 concerning Road Traffic 

and Transportation. In this case, diversion has been carried out by the Juvenile 

Judge at Buntok District Court Class II in accordance with the provisions but the 

diversion was unsuccessful because it did not reach agreement from the parties, 

both the parents of the victim and the parents of the child. In this case Diversion 

was unsuccessful until the case proceeded to the trial stage, where then the 

Juvenile judge continued the trial in accordance with the trial procedure for 

children. The implementation of diversion at the Sampit District Court Class IB in 

case number: 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Spt Child aged 9 (nine) years 8 (eight) 

months charged by the Public Prosecutor with Single Charge Article 82 

paragraph (1) Juncto Article 76E of Law Number 23 of 2002 concerning Child 

Protection. In this case, diversion has been carried out by the Juvenile Judge at 

the Sampit District Court Class IB in accordance with the provisions but the 

diversion was unsuccessful because it did not reach agreement from the parties, 

in this case the child's family, victim, community representatives, Bapas and 

Social Workers hope that the child can be fostered through imprisonment, 

because the child has often made mistakes. In this case Diversion was 

unsuccessful until the case proceeded to the trial stage, where then the Juvenile 

judge continued the trial in accordance with the trial procedure for children. 
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